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Sterilkan Danau Toba

MENTERI Koordinator Badan Kemaritiman, Luhut
Binsar Panjaitan meminta Provinsi Sumatera Utara (Pem-
rovsu) menyeterilkan area perairan Danau Toba. Ala-
sannya Danau Toba merupakan destinasi pariwisata
yang menjadi sumber devisa bagi provinsi ini. Luhut
juga meminta agar Gubernur Sumatera Utara membuat
kebijakan terkait dengan usaha keramba yang dinilai
kehadirannya merusak ekosistemn Danau Toba. Luhut
juga meminta agar tidak ada lagi kotoran ternak yang
dibuang ke Danau Toba, "Saya titip Danau Toba kepada
gubernur dan bupati , tolong perhatikan kebersihannya
dari plastik, keramba dan lainnya. Jangan sampai ikan-
nya diekspor yang menikmati orang Swis dan Eropa,
kita menerima kotorannya,” pesan Luhut.

Sebenarnya apa vang diminta oleh Luhut Binsar
Panjaitan itu sudah dimulai oleh Bupati Simalungun
dengan menertibkan usaha keramba rakyat. Penertiban
itu sukses dilakukannya. Hanya saja kurangnya dukun-
gan dari pemerintah provinsi dan pusat terkait payung
hukurn, keramba milik pengusaha besar sulit dijangkau.
Karena izin yang dimiliki oleh perusahaan itu diterbitkan
oleh pemerintah pusat. Artinya keseriusan pemerintah
provinsi dan kabupaten/kota seputaran Danau Toba
tidak besa berbuat banyak tanpa dukungan dari pemer-
intah pusat.

Pada masa Menteri Koordinator Bidang Kemariti-
man dipimpin Rizal Eamli juga pernah menggelar rapat
koordinasi tindak lanjut pembentukan Badan Otoritas
Pariwisata Danau Toba bersama empat menteri lainnya.
Empat menteri tersebut yakni Menko Polhukam Luhut
Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Peker-
jaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimul-
jono serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Siti Nurbaya. Rakor juga didukung Gubernur Sumut,
Kapolda Sumut dan tujuh bupati dari seluruh wilayah
yang mengelilingi Danau Toba yakni Bupati Toba Sa-
mosir, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Samosir, Bupati
Karo, Bupati Simalungun, Bupati Dairi dan Bupati Hum-
bang Hasundutan.

Hal ini untuk membuktikan bahwa pemerintah berko-
mitmen penuh dalam pembentukan badan tersebut
agar pengelolaan Danau Toba dapat lebih terkoordina-
si. Dengan demikian, kawasan wisata itu bisa menjadi
"Monaco of Asia", pariwisata tingkat internasional yang
dapat memikat banyak wisatawan mancanegara. Pe-
merintah serius ingin menggenjot sektor pariwisata
sebagai salah satu penopang devisa negara. Salah satu
objek wisata andalan adalah Danau Toba di Sumatera
Utara. Ketika itu Rizal Ramli menyatakan bahwa pemer-
intah hari ini akan membuat sejarah, karena rakyat
Surnatera (tara 20 tahun lalu bermimpl menginginkan
Danau Toba berkembang.

Mamun saat pergantian Menteri Koordinator Bidang
Hemaritiman dari Rizal Ramli ke Luhut Binsar Panjaitan
berpengaruh padatarget pengembangan kawasan wisata
Danau Toba. Rizal awalnya ingin menyulap danau terbe-
sar di Indonesia itu layaknya kawasan Monaco yang
berada di pinggiran Perancis. Namun di bawah Luhut,
target tersebut diturunkan menjadi lebih realistis, cukup
meniry kawasan wisata Nusa Dua, Bali yang populer
lebih dulu di mata turis asing. Kementerian Pariwisata
sendiri mengatakan segera mencari mitra swasta untuk
mengembangkan kawasan %aﬁwisata danau Toba, yang
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Mencari Walikota
Paris Van Sumatera

Oleh: Jones Gultom

eski kurang lebih 1

tahun lagi, namun suhu

Pilkada Kota Medan

2020 sudah mulai
memanas. Sejumlah nama dikabarkan
telah meramaikan bursa calon Walikota
Medan periode 2020-2025. Mereka
berasal dari berbagai kalangan dan latar
belakang profesi. Antara lain, Edy
[khsan (akademisi) Sutrisno Panga-
ribuan, Ikhwan Ritonga dan Dahnil
Anzar, Meutyia Hafid, Prananda Surya
Paloh (politikus), Baharuddin Sahputra
{pegiat kesenian) Maruli Siahaan
{purnawirawan polisi). Memang terlalu
dini menyebut nama, namun dalam
catatan penulis, nama-nama tersebut
mulai rajin mengisi panggung-panggung
publik di Kota Medan.

Sebaga Kota terbesar ketiga di Indo-
nesia, Kota Medan terbilang seksi. Kota
yang pada abad ke-18 menjadi Paris Van
Sumatera, dikenal karena banvak hal.
Apakah it keragaman masyarakatnya,
potensi ekonominya, keunikan para po-
litisinya, sejarah tembakau Deli-nya,
maupun seni budayanya. Tapi dari semua
itu, kini Medan lebih dikenal sebagai kota
banjir. Kota dengan drainase yang pal-
ing buruk. Tak cukup sampai di situ, se-
tahun terakhir, Kota Medan juga dikenal
sebagai kota terjorok se-Indonesia.

Sungguh ironis, padahal Kota Medan
dulunya dirancang sebagai hunian yang
nyaman, terutama untuk taipan-taipan
dari seluruh negara di dunia. Dengan
kata lain, Kota Medan di masa kejayvaan
Tembakau Deli itu sudah dibayvangkan
akan menjadi pusat ekonomi dunia
sekaligus tempat tinggal yang nyaman
bagi para pengusaha lintas negara.
Berdasarkan sejarah, dijadikannya Me-
dan sebagai kota inti berdasarkan
penclittan bahwa kota imi merupakan
daerah bebas banjir. Hal itu dikarenakan
adanva dua sungai besar vang membelah
Kota Medan, yvakni Babura dan Deli.
Kedua sungai ini menjadi tempat penya-
luran air, sehingga air tidak tergenang
meskipun hujan turun berhari-hari.
Karena itu, sejak diresmikan Belanda
pada 1909, diprediksi Medan akan bebas
banjir minimal untuk 200 tahun ke
depan.

Namun prediksi itu ternyata meleset.
Sudah berbilang dekade, kota ini
menjadi kota langganan banjir. Tidak
perlu hujan berhari-hari, dalam hitungan
jam pun, hujan bisa membanjiri Kota
Medan. Hal itu terjadi bukan karena
penataan awal kota yvang salah, namun
fungsi dua sungai vang dulunya menjadi
penyalur air sudah berubah. Bukannya
menyalurkan air, banjir justru kerap
terjadi karena luapan kedua sungai ini.
Sungai tidak lagi menampung debit air,
dikarenakan ekosistem resapan dan
daerah aliran sungai yang rusak dan
dijadikan pemukiman warga. Air yang
masuk ke sungai pun tidak tertampung
dan akhimya tumpah ruah ke permukaan
jalan. Kini Medan telah menjadi kota
paling tak nyaman dan pahing tudak layvak
dihumni.

Tentunya berbagai persoalan itulah
vang akan menjadi produk "jualan” para
kontestan bakal calon Wali Kota Medan.
Mleski solusinya tidak mudah, namun isu
ini akan menjadi "jualan" bagi setiap
kontestan. Isu menjadikan penataan
Kota Medan yang bebas banjir, bebas
macet dan bebas preman itulah yvang kini
menghiasi panggung politik Pilkada
Medan 2020, Dari sana, untuk beberapa
bulan ke depan, masyarakat akan me-
miliki waktu untuk mengkaji solusi
siapa vang paling rasional dan logis. Jika
ini yang dijadikan dasar masyarakat
untuk memilih jagoannya, niscaya ada
harapan Kota Medan berubah sedia kala.
Syarat

Hemat saya, masalah Kota Medan
hanya satu, yakni goodwill atau niat baik
stakeholder-nya. Niat baik itu tentu
dasamya adalah menaati aturan. Tidak
perlu visi-misi yang bombastis. Kota
Medan sudah terbentuk dan barangkali
secara perwajahan kota sulit untok
diubah. Hal paling rasional yang bisa
dilakukan adalah membenahi, bukan
melakukan terobosan baru. Ttupun
semua tergantung pemimpinnya, apakah
memang serius, mau dan mampu. Se-
hingga menurut saya, pemimpin yang
diperlukan untuk memimpin Kota
Medan ini adalah dia yvang memiliki
svarat sebagai berilcut:

Pertama, tidak feodal. Menurut saya

ini penting, mengingat Medan adalah
rumah bersama bagi belasan suku. Di
Medan dan juga secara umum terjadi di
semua kabupaten/kota di Sumatera
Utara, feodalisme adalah ciri para
pemimpinnya. Tidak perduli kualitas,
seseorang bisa menjabat posisi penting,
hanya karena dorongan feodalisme itu.

Kedua, tegas. Karakter tegas tentu
tidak sama dengan keras apalagi kasar.
Tegas dapat diekspresikan dengan tutur
kata maupun sikap yang luwes. Ciri ini
termasuk yvang paling umum diidealkan
masyarakat, terutama di akar rumput.
Hal itu menjadi gambaran ideal dari
sebaliknya kenyataan yang ada, di mana
orang Medan dikenal keras bahkan
terkesan kasar, namun nyatanya tidak
selalu tegas.

Ketiga, melek seni dan sejarah.
Kenapa syarat ini penting? Seni bagi
orang Medan sudah semacam kodrati.
Dengan kesenian ruang-ruang publik
akan dengan mudah dikuasai. Mengua-
sal ruang publik berarti menguasai
masyarakatnya. Berdampingan dengan
seni itu, referensi sejarah juga penting
dimiliki pemimpin Kota Medan. Sejarah
akan memperlihatkan kecenderungan-
kecenderungan yvang mungkin tidak
terpetakan. Lagi pula pemimpin vang
memahami sejarah daerah vang dipim-
pinnya sudah memiliki modal lebih
dibanding vang abai sejarah.,

Keempal, mau capek dan berani.
Barangkali syarat ini vang paling sulit
ditemukan karena sudah pasti berten-
tangan dengan tujuan mercka menjadi
pemimpin vang ingin hidup enak dan
serba dilayani. Bila memang ingin
menjadikan Kota Medan lebih baik lagi,
sudah pasti pemimpinnya akan capek
luar biasa. Mengapa, karena ia akan
berhadapan dengan berbagai persoalan,
termasuk menghadapi orang-orang
bermacam tipe dan karakier.

Belum lagi harus berhadapan dengan
berbagai sistem wang mungkin sudah
berlangsung lama untuk kepentingan
kelompok-kelompok tertentu. Termasuk
yvang dipelihara para mafia dan jaringan-
nya di internal birokrasi itu. Terlanjur,
selama ini Kota Medan menjadi “surge™

(Bersambung ke hal. 16)

Halaman 14

Kuasa Elite Lokal

Oleh: Riza Multazam Luthfy

KEMENTERIAN Desa, Pem-
bangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Kemendes PDTT) be-
rencana menguatkan sistem penga-
wasan dana desa berbasis kolabora-
uf. Upaya imi akan ditempuh derm
menghasilkan Pedoman Pelaksan-
aan Pengawasan Dana Desa vang
bisa menjadi rujukan aparat penegak
hukum, auditor, serta sejumlah ke-
menterian/lembaga.

Sejak digulirkan pada 2015, dana
desa menjadi isu yvang cukup sensi-
tif. Apalagi, jumlah dana desa yang
digelontorkan oleh pemerintah pu-
sat dari tahun ke tahun semakin be-
sar. Sampai penghujung 2018, peme-
rintah pusat genap menganggarkan
dana yvang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja MNegara
(APBN) tersebut untuk diberikan
kepada desa sebesar Ep 561 triliun.

Melimpahnya dana desa turut
menumbuhkan kembali taring
kekuasaan elite lokal. Melalui per-
angkat perundang-undangan, kuasa
pemerintahan desa dikukuhkan.
Merujuk Ivanovich Agusta (2015),
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa mengokohkan
kembali kuasa pemerintahan desa
melalui dana desa, berikut we-
wenang mengelola seluruh program
yang masuk desa.

Agusta juga mensinyalir bahwa
dengan adanya perolehan honor bula-
nan bagi perangkat desa, cengkera-
man pemerintahan desa menjalar
sampai ke tingkat Rukun Tetangga
(ET). Gencarnya insentif program
dan dana vang masuk ke desa meru-
pakan bentuk kontrol pemerintah pu-
sat dan daerah terhadap implemen-
tasi fungsi-fungsi pemerintahan desa.

Terbitnya peraturan perundang-
undangan tentang desa tersebut
genap menguatkan kuasa pemerin-
tahan desa yang sempat melemah
pasca reformasi. Sayangnya, upaya
penguatan tersebut berimplikasi se-
rius lantaran turot mengembahikan
posisi kepala desa sebagai sosok su-
perior. Padahal, tak lama setelah
Soecharto tumbang, derasnya arus
demokratisasi dan desentralisasi
ternyata mengakibatkan kewibawa-
an mereka merosol drastis.

Barang tentu hal ini memberikan
kegembiraan bagi elite lokal yvang
sgjak lama kehilangan taring. Kini,
mereka memperoleh kepercavaan
untuk mengelola dana desa vang ber-
jumlah ratusan juta rupiah per tahun
di luar proyek-proyek pemerintah
pusat vang dititipkan ke desa. Jika
fungsi kontrol di desa kurang berjalan
maksimal, maka dikhawatirkan kepa-
la desa akan tampil arogan bergaya
otoritarian-sentralistik di hadapan
warganya. Implementasi kehidupan
desa juga akan umpang, scbab kepa-
la desa rentan menjalankan kewenan-
gan secara kebablasan.

Mekanisasi

Lahirnya Undang-Undang No-
mor 6 Tahun 2014 tentang Desa
dalam perjalanannya telah memun-
culkan mekanisasi. Bagaimanapun,
tersedianya honor bulanan bagi per-
angkat desa menyebabkan penetrasi
pemerintahan desa dirasakan sampai
level RT. Padahal, dahulu kala, RT
merupakan lembaga kemasvaraka-
tan vang bersifat sukarela. Kondisi
demikian menyebabkan selain ke-
mandiriannya dalam berinovasi se-
makin terbatas, RT juga menjadi
penampung kepentingan kekuasaan
di atasnya.

Itulah mengapa ketua RT tiada
lain merupakan kepanjangan tangan
kepala desa di wilayah masing-mas-
ing. Akhirnya, kepastian honor
membuat kerja perangkat desa se-
makin mekanis. Tidak ada prakarsa
dan inisiatif dalam rangka menjan-
jikan kesejahteraan masyarakal desa.
Honor sejatinya sckadar meniscay-

akan hasil kinerja yang terukur, ber-
corak kuantiatif, namun menihilkan
kreativitas.

Di samping honor, mekanisasi
perangkat desa sebenarnya juga di-
lakukan melalul seragam dinas.
Meskipun bukan termasuk Aparatur
Sipil Negara ( ASN), tetap perangkat
desa dituntut mengenakan seragam
ala pemerintah. Atribut ini menge-
sankan bahwa mereka merupakan
bagian dari pemerintah pusat yang
menjalankan tugas negara. Pakaian
resmi menandakan mereka senan-
tiasa mematuhi apa vang dikehenda-
ki oleh supra desa. Instruksi pemer-
intah pusat dan daerah merupakan
titah vang wajib dilaksanakan. Sua-
sana formal dan teratur melingkupi
mereka saat bertugas. Tak heran apa-
bila berkumpulnya para pamong di
balai desa lebih merefleksikan petu-
gas kantor dibanding pelayan ma-
syarakat.

Kepastian honor bagi perangkat
desa mendaulat uang sebagai sara-
na kontrol yang paling efektit. Nega-
ra leluasa melakukan pengawasan
terhadap rakyat melalui vang. Pen-
gendalian terhadap kehidupan desa
cukup mudah diwujudkan dengan
uang, Seringkali perangkat desa ke-
hilangan daya kritis ketika dijejali
uang. Pada dasarnya uang merupa-
kan perangkat penguasa untuk
“mengondisikan” siapa saja yang
berani melawannya.

Dengan adanya dana desa vang
bersumber dari Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara (APBN),
misalnya, pemerintah pusat dan
daerah mengikulseriakan pendamp-
ing desa yvang bertugas mengawaln-
va. Padahal, boleh jadi pendamping
desa membawa ideoclogi dan misi
tertentu yang lebih berpihak pada
negara ketimbang desa. Pencairan
dana dari atas menyiratkan kemauan
supra desa untuk membaca dinami-
ka masyarakat desa.

Budaya Korupsi

Dalam taraf tertentu, kuasa pe-
merintahan desa dicemari oleh men-
jamurnva penyelewengan di level
lokal. Bagaimanapun, melimpahnya
uang di desa menjadi pemantik ko-
rupsi oleh aktor-akior lokal. Dalam
enam bulan pertama 2018, Indone-
sia Corruption Watch (ICW) men-
catat adanya 27 kasus korupsi dana
desa vang naik ke tahap penyidikan.
Data tersebut mengamini tesis bah-
wa budaya korupsi genap mengakar
di negeri ini.

Menurul catatan sejarah, korupsi
seolah dilegalkan sejak zaman ker-
ajaan., Korupsi memperoleh jalan
lempang sebab raja memberikan
keleluasaan bagi elite lokal untuk
memperkaya diri. Pada masa silam,
kepala desa sebagai tangan kanan
raja mendapat peluang besar untuk
mengeruk keuntungan dengan jalan
haram. Tanpa kepastian gaji, mere-
ka justru leluasa memonopoli tena-
ga kerja untuk kepentingan pribadi.

Rakyat kecil vang semestinya
memperoleh perlindungan justru
diperas oleh pemimpinnya. Mereka
yvang bermental individualistis pasti
merasa diuntungkan dengan keputu-
san raja. Adapun rakyat kecil selalu
mengeluh karena menjadi korban
kesewenangan elite lokal. Orang
desa kerap menerima imbas dan risi-
ko dari kebijakan yang menihilkan
eksistensinya.

Kesewenangan kepala desa me-
nurun saat Herman Willem Daen-
dels terpilih menjadi Gubernur-
Jenderal Hindia Belanda pada
tahun 1808-1811. Masa pemerin-
tahan Daendels vang cukup sing-
kat rupanya membatasi dominasi
elite lokal. Kebijakan pemerintah
menyebabkan penghasilan mereka
merosol sedemikian rupa.

{Bersambung ke hal. 16)
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Haji Uma Bantu Biaya Pendidikan Disabilitas

Subulussalam, (Analisa)
Anggota DPD RI asal Aceh Sudirman atau
akrab disapa Haji Uma memberangkatkan
penvandang disabilitas tunanetra, Riski
Megana Sagala untuk mengikuti sekolah luar
biasa tingkat SD» di Kota Langsa, Rabu (10/7),
Keberangkatan Riski yvang didampingi
orangtuanya Bahrum Sagala juga turut dilepas
LO H Uma yang ada di Kota Subulussalam
Kaya Alim Bako dan Ketua Y ARA Perwa-
kilan Kota Subulussalam Edi Sahputra.
Orangtua Riski, Ferri Yani Siregar me-
nyampaikan terima kasih kepada H Uma
vang telah membantu pendidikan anaknya
mulai dari biava keberangkatan dan kebu-
tuhan sekolah luar biasa di Kota Subulus-
salam. Atas bantuan H Uma, cita-cita Riski
vang saal ini sudah berumur 8
tahun akhirnya terwujud bisa
menempuh pendidikan di SLB.
LO Uma Kaya Alim menga-
takan biaya keberangkatan
Riski ke Langsa termasuk per-
lengkapan sekolah ditanggung
H Uma. "Semuanya ditanggung
H Uma mulai biaya transportasi
sampai perlengkapan sekolah
Riski. Yang penting kita sam-
paikan dulu keinginan Riski
untuk sekolah ke Langsa " kata
Uma melalui LO-nya di Kota
Subulussalam Kayva Alim.

fasilitasi biaya pendidikan Riski Megana warga
Kampong Pegayo, Kecamatan Penanggalan,

"Hari ini kita langsung turmin bersama dengan
Tim H Uma untuk mendampingi keberanglkatan
Riski Megana untuk menuntut ilmu ke SLB
Kota Langsa. Ini merupakan bentuk kepedulian
yang luar biasa, sangat menyentuh sekali bagi
kalangan yang tidak mampu, perjuangan
Bahrum orangtua Riski untuk menyekolahkan
anaknya sangat besar,” ujamya.

Sebelumnyi, berbagai cara telah ditempuh
Bahrum termasuk meminta bantuan dar Dinas
Sosial Kota Subulussalam, namun harapannya
untuk mendapat bantuan kandas. Belakangan
muncul sosok dermawan, H Uma membaniu
biaya keberangkatan dan perlengkapan sekolah
Riski selama di SLB Kota Langsa. (sdr)

Anallsa.-'suirman

Ketua Y ARA Perwakilan Kota
Subulussalam Edi Sahputs, mem-
berikan apresiasi kepada Uma atas
kepeduliannya membantu mem-

BERANGKATKAN: YARA Kora Subulussalam bersama
L Haji Uma memberangharkan penvandang disabilitas

funanetra, Riski ke sekolah luar biasa df Kota Langsa,
Rabue ( 1047 ),

annlise
DPD RI Uji Sahih RUU PBB

Banda Aceh, (Analisa)

Komite IV DPD RI bekerjasama dengan Universitas
Sviah Kuala (Unsyiah) menggelar uji sahih terhadap
Rancangan Undang Undang (RUU} tentang Pajalk Bumi
dan Bangunan (PBB) di Banda Aceh, Selasa (9/7).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta yang terdiri
atas akademisi, birokrat, perwakilan kantor pajak,
masyarakat dan media. Juga dihadiri oleh Wakil Rektor
I'V Unsyiah Dr Hizir Sofyan, Wakil Dekan [II FEB
Unsyiah, Murkhana SE MBA dan para undangan lainnya.

Ketua Tim Ghazali Abbas Adan mengatakan, sebagai
anggota dewan sudah sewajarnya bekerja secara
profesional, sesua dengan tugas dan fungsinya (tupoksi).

Anggota DPD RI asal Aceh ini menjelaskan secara
umum tupoksi DPD atu di antaranya adalah fungsi legislasi
vaitu dapat mengajukan Rrancangan Undang-Undang
(RULY kepada DPR serta ikut serta dalam membahas
RUUL Selanjutnya pengawasan terhadap kerja pemerintah
dan juga terkait dengan budgeting (penganggaran).

“¥ang lebih utama adalah adanva fungsi representatf dari
anggota DPD i sendird, yaitu menerima dan menghimpun
aspirasi masyarakat, seperti vang kita laksanakan har ini untuk
kemudian dilanjutkan ke tingkat pusat,” kata Ghazali Abbas.

Ketua Komite I'V DPD RI H Ajieb Padindang, dalam
sambutannya mengatakan uji sahih ini merupakan tahapan
terakhir terhadap RUU PBB. Dan RULU ini merupakan
usul inisiatif dari DPD RL

“Uji sahih ini untuk mendapatkan masukan, saran dan
aspirasi daerah sebagai dasar untuk membahas dan
menyempurnakan RULU PBB. Saat ini belum cukup kuat
bagi daerah-daerah. Dengan demikian pendapatan daerah
pun akan terus meningkat,” ujar Ajieb Padindang.

Kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber,
vaitu 2 orang Tim Ahli RUL Pajak Bumi dan Bangunan
dari DPD RI, yaitu Dr Riatu Mariyatul Qibthiyvyah, Ph.D
dan Tedi Sudarajat SH MH. Kemudian dari Unsyiah, Lilis
Maryasih SE Msi Ak, CA dan dari BPKA.(irn)

Mencari Walikota... (sambungan dari hat. 14)

bagi mereka. Memutuskan jaringan
ini, selain capek juga sangat be-
risiko, Tidak heran, untuk bisa
langgeng, selama ini Wali Kota
Medan bilasanya cari aman atau
Jjustru berjejaring dengan kelompok-
kelompok yang bermain "di balik

panggung” itu,

Dar keempat syarat ini, bila kemu-
dian pilkada Kota Medan berlangsung
hari ind, maka akan sulit siapa yvang
akan dipilih. Meski begitu, untuk satu
tahun ke depan masih ada wakiu tersisa
untuk menilai siapa vang paling

Kuasa Elite... {sambungan dari hal. 14)

Bahkan, apa vang mereka “kanton-
gi” cenderung sekadar merupakan
pemberian dari atas. Pendapatan yvang
benar-benar pasti hanyalah gaji. Seh-
ingga, untuk mencari pemasukan lain
mereka merasa kesulitan,

Posisi kepala desa terancam jika
nekat mengutip keuntungan dari pen-
Jualan hasil bumi. Mereka tidak lagi le-
luasa menambah pundi kekayaan den-
zan menghisap kekayaan orang-orang

desa. Sanksi atas kasus korupsi mem-
buat mereka berpikir dua kali untuk
melakukan penghisapan. Kebijakan ini
secara tidak langsung meringankan
penderitaan rakyat kecil. Kerja orang
desa menjadi lebih ringan lantaran ke-
pala desa tidak lagi membebaninya.
Getolnya Daendels membasmi korup-
si menjadikan beban rakyat otomatis
berkurang. Sebelumnya, diperbolehkan-
nya kepala desa mengambil keuntungan

SBMPTN Gﬂgﬂlu. {sambungan dari hal. 15)

perlakuan terhadap suatu jenis produk
yvang ada supava lebih bernilai. Dan
jika dapat ditawarkan scbaiknya
pelatihan dilakukan berbasis minat
ataupun hobi dari target.

Siswa vang baru tamat tentu saja
masih teringat akan apa yvang dialami
pada masa-masa di sekolah. Begitu
Juga dengan hobinya setiap individu
memiliki hobi pribadi, Usaha vang
didorong oleh hobi ini menurut pakar
enireprencurship akan lebihmaksimal
jika menggeluti usaha yang sesuai

dengan hobinya. Karena seseorang
pengusaha akan lebih tertarik dalam
teknis pelaksanaannya jika usahanyva
sesuai dengan hobi yang dimilikinya,

Contohnya adalah, jika seseorang ho-
binyaadalahmemasak, makaadabaiknya
diamendinkanrmumah makan. Jikahobinya
adalah melakukan modifikas: motor dan
mobil maka ada batknya dia membuka
bengkelotomotif, sebabakan lebihterarah.
Begitu juga dengan hobi yvang lainnya
sehingeadapai ditarik sebuah kesimpulan

sederhana bahwausahascharusnya linear

Halaman 16

mendekati. Atau mungkin masih ada
orang yang paling tepat yang belum
muncul. Publik Medan pun masih setia
menungeu Ksatria Piningit, Ratu Adil
ini turun gunung.

FHF Penlis adalah jurmalis tinggal df Kota
Medan

dari hasil panen membuat warga desa
kerap diperas oleh pemimpinnya. Kepa-
la desa berhasrat melipatgandakan keun-
tungan dengan memaksa warganya
menghasilkan lebih banyak hasil panen.
Ketika target upeti berhasil terpenuhi,
kepala desa bisa mengantongi sisanya.
Warga desa kerap bekerja di luar kemam-
puan demi menuruti hasrat elite lokal *#+#

Fenulis penelivi desa/lvosen Fakuwlias Svari-
alv dan Hukrom UIN Sunan Ampel Surabaya.

dengan hobi.

Oleh karenanva bagi vang tidak
diterima masuk ke perguruan tinggi,
tidak ada salahnya untuk terjun kedunia
usaha. Berbekal dari kegemaran vang
dimiliki, siapatau dari antara kegagalan
yang dialami saat ini menjadi awal
untuk kesuksesan sejatl sepertl yang
dialami oleh Bill Gates dari Amerika
dan Jack Ma dari China dan pengikut
Jejak Bob sadino dari Indonesia. *#*

Fenulis adalah peraih beasiswa Narional
Cliampion Scholarship



